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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DENGAN
FORMAT PERJANJIAN BAKU PADA PT. SAKTI PRIMA JAKABARING
PALEMBANG

Oleh
M. Arga Reovaldi
502018070

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji ke pada seorang lain
atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Salah satu
asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan
berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian
yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu
dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan
mengenai tentang Bagaimana tinjauan yuridis dan Apakah sanksi bila terjadi
pelanggaran perjanjian jual beli baku pada format perjanjian baku PT. Sakti Prima
Jakbaring Palembang. Metode penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat
deskriptif. Sumber data bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan yuridis perjanjian jual beli baku
pada format perjanjian baku PT. Sakti Prima Jakabaring Palembang ada dua
kategori yaitu kesepakatan kedua belah pithak mengenai barang dan harga yang
ditandai dengan kata sepakat (Jual beli) dan penyerahan (/evering) benda yang
menjadi obyek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda
tersebut. Dalam format perjanjian baku Sebuah format perjanjian meliputi model,
rumusan ataupun ukuran format ini dibakukan yaitu sudah ditentukan modelnya,
perumusannya maupun ukurannya sehingga tidak dapat diganti, diubah dibuat
dengan cara lain karena sudah tercetak. Model perjanjian dapat berupa naskah.
Sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian jual beli baku PT. Sakti Prima
Jakbaring Palembang pihak kedua membayar denda kepada pihak pertama sebesar
20 % dari nilai transaksi dan pengembalian. Pihak pertama akan menyerahkan tanah
dan bangunan kepada pihak kedua. Dan jika pihak kedua dan pertama mebatalkan
perjanjian, maka pihak pertama mengembalikan uang dp pihak kedua sebasar 50%.

Oleh karenanya diharapkan Agar perjanjian jual beli baku pada format
perjanjian baku PT. Sakti Prima Jakabaring Palembang sebaiknya pengembang
harus bertindak jujur dalam melaksanakan pembangunan rumah tersebut sesuai
dengan perjanjian.dan kepada pemerintah ada pengawasan agar pembeli merasa
tidak dirugikan.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli Rumah, Perjanjian Baku
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MOTTO:

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami
berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan." (Q.S An-Nahl: 97)”

Kupersembahkan untuk:

e Ayahanda (Vigor Armiyoga) dan ibunda
(Anggraini, S.Sos.i, MM ) yang tercinta

e Saudari Perempuan ku yang tersayang

e Seluruh Keluarga Besar Ayah dan Ibu

e Sahabat-sahabatku yang tersayang

e Almamater yang Kubanggakan

e Bangsa dan Agamaku
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sejak zaman dahulu sampai zaman modern saat ini, manusia
membutuhkan rumah dan pemukiman sebagai tuntutan dasar manusia yang
berbudaya, sehingga memiliki jati diri atau identitas hunian masing-masing.
Sesederhana apapun rumah yang dimiliki seseorang, bisa jadi merupakan
sesuatu yang paling berharga, yang pernah dimiliki sebagai tempat tinggal.

“Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal
atau hunian dan sarana pembinaan dalam keluarga. Rumah salah satu
kebutuhan dasar manusia, selain kebutuhan sandang, pangan, layanan
kesehatan dan pendidikan. Rumah sebagai sarana memanusiakan manusia,
pemberi ketentraman hidup dan sebagai pusat kegiatan berbudaya
manusia. Memiliki rumah merupakan investasi jangka panjang."!

“Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, kebutuhan rumah masih sulit
untuk diperoleh walaupun menjadi salah satu kebutuhan dasar. Tidak semua
masyarakat bisa dengan mudah membangun rumah untuk tempat
tinggalnya.Diperlukan banyak hal sehingga rumah itu dapat dibangun
kemudianditempati, seperti masalah kesesuaian kemampuan keuangan,
ketersediaantanah, struktur bangunan, keahlian dalam pembangunan, dan
perizinanpendirian bangunan.”?

“Untuk pemenuhan kebutuhan masyrakat, pemerintah selalu berusaha
untuk membangun dan melaksanakan pemebentukan perumahan untuk
rakyat. Kegiatan pembangunan perumahan ini sendiri dilaksanakan oleh
pemerintah, pihak swasta yang bergerak di bidang pembangunan
(kontraktor) ataupun perorangan secara mandiri. Pihak swasta yang
bergerak dibidang pengembang atau (developer).”

' Yudohusosdo, dkk, 1991, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri,
Jakarta, hlm. 8.

2 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982. Hukum Bangunan: Perjanjian Pemborongan
Bangunan, Liberty, Yogyakarta, hlm. 103

3 Ibid, hlm. 104



“Ditengah keterbatasan pemerintah ini, menimbulkan peluang bagi
pelaku usaha untuk memenuhi keterbatasan pemerintahan tersebut. Pelaku
usaha atau pengembang adalah suatu badan yang meliputi teknik kontruksi,
keuangan, pemasaran dan manajemen perumahan. Pengembang di
Indonesia pada umumnya bertindak selaku pihak yang membebaskan
bidang tanah dan mengembangkan suatu bidang tanah untuk dibangunkan
perumahan kemudian menjualnya kepada konsumen.”*

Dengan pesatnya pengembangan perumahan ini dan menimbulkan
beberapa pengembang baru membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan
yang bervariatif dalam memilih perumahan sesuai apa yang mereka perlukan
dan inginkan. Konsumen diberikan dengan beberapa penawaran yang menarik
mengenai rumah yang akan mereka cari pada suatu kawasan perumahan yang
dikembangkan oleh pihak pengembang tersebut, dengan beberapa tawaran-

tawaran yang menarik seperti adanya potongan harga khusus dan hadiah-

hadiah menarik lainnya.

“Menurut KRMT Tirtodiningrat, memberikan definisi perjanjian
adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang
atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan
oleh undang-undang.”® Hukum Perjanjian bersifat terbuka atau mempunyai
suatu asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-
luasnya kepada siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja,

asalkan tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

WIB

4 http://www. scholar.unand.ac.id, di akses pada tanggal 9 november 2021, pukul 22.00

5 A. Qirom Meliala, 1985, Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya,

Liberty, Yogyakarta, hlm 8.



Para pembuat perjanjian boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang
menyimpang dari pasal-pasal dari hukum perjanjian.

“Hubungan hukum antara konsumen dengan PT SAKTI PRIMA
adalah asas konsensualisme yang tercermin pada pasal 1320 ayat (1)
KUHPerdata, bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat subjektif untuk
melahirkan perjanjian.”® Menyangkut perjanjian pengikat jual beli rumah ini
menimbulkan permasalahan atau problematika yang merugikan konsumen atau
pembeli misal dalam cara pemasaran rumah. Sejumlah kendala banyak
ditemukan dikarenakan tidak ada peraturan perundang-undangan yang
signifikan dalam mengatur tentang perlindungan oleh pembeli rumah. Adanya
praktek jual beli rumah yang masih dalam tahap pembangunan
diakomodasikan dalam dokumen hukum perjanjian pengikat jual beli rumah,
dasar pemikiran pengikat jual beli rumah harusnya merupakan kesepakatan
antara kedua belah pihak dalam menjalankan kewajibannya setelah itu baru
disahkan oleh Notaris.

Perjanjian jual beli rumah sebagaimana perjanjian pada umumnya
tentulah harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPd), yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;

® Lukman Santosa AZ, 2011 , Hak dan Kewajiban Hukum Konsumen Bank, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, hlm. 59



3. Adanya suatu hal/obyek tertentu; dan
4. Suatu sebab/causa yang halal

Dalam perjanjian jual beli rumah antara pengembang dan konsumen
terdapat klausula-klausula yang harus dipenuhi masing masing pihak, seperti
misalnya klausula yang menyatakan bahwa bahwa tanah yang akan dibangung
benar benar milik pengembang dan konsumen akan dibebaskan dari tuntutan
pihak manapun berkaitan dengan kepemilikkan tanah tersebut.

“Perjanjian ini biasanya belum memuat pembentukkan kepemilikkan
dari pengembang kepada konsumen, karena itu biasanya hanya dibuat
secara dibawah tangan antara pengembang kepada calon konsumen, dan
dibentuk perjanjan secara baku yang telah disiapkan oleh pengembang
kepada calon konsumen. Akibat perjanjian tersebut, menimbulkan
hubungan perikatan antara pengembang dan calon konsumen dalam hal jual
beli rumah. Setelah para pihak menyelesaikan kewajibannya dan haknya,
lalu selanjutnya dibuatlah Akta Jual Beli (AJB) tanah beserta rumah yang
ada diatasnya itu di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat
yang berwenang adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta Jual
Beli (AJB) yang menjadi dasar beralihnya kepemilikkan tanah beserta
rumah tersebut dan pengembang kepada konsumen.””’

Pengembang dalam perjanjian baku tersebut, mempunyai posisi yang
lebih tinggi dibandingkan dengan konsumen. Untuk melindungi kepentingan
konsumen yang mungkin saja akan dikesampingkan oleh pengembang, maka
pemerintah menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh pengembang. Setiap
perjanjian jual beli rumah harus berpedoman pada Keputusan Menteri Negara

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/M/1995 tentang

Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah (Kepmenpera), yang menegaskan

WIB

7 http://www. scholar.unand.ac.id, di akses pada tanggal 9 november 2021, pukul 22.00



beberapa ketentuan pokok yang harus dicantumkan dalam perjanjian jual beli
rumabh oleh (developer).

Pada dasarnya Kepmenpera tersebut bertujuan sebagai pedoman agar
pelaku usaha dalam membuat perjanjian jual beli tidak hanya berdasarkan
kepentingannya semata, tetapi juga berkewajiban melindungi kepentingan
konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Adanya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang beberapa hal tersebut seperti diatas tidak menjadi
bahwa hal tersebut dapat dijalankan dengan sepenuhnya. Apalagi jika
tidak dipatuhinya ketentuan dan peraturan Undang-Undang serta
pengawasan pemerintah juga lemah terhadap perilaku para pelaku usaha
membuat hak konsumen terabaikan. Konsumen banyak malah mengalah
terhadap para perilaku para pelaku usaha, meski mendapatkan produk
atau layanan yang tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan apa yang
sudah dijanjikan. Jika konsumen dirugikan, tidak ada jaminan atau ganti
rugi dari kerugian yang dialaminya, bahkan konsumen tidak
mendapatkan ganti rugi sama sekali.”®

“Perkembangan usaha perumahan juga menimbulkan kemajuan yang
sangat cepat, terutama dikota kota besar. Contohnya kota Pekanbaru yang
mengalami kemajuan yang sangat cepat ini, laju pertumbuhan penduduknya
juga mengalami peningkattan yang sasngata cepat. Tercatat pada tahun 2010,
penduduk kota Pekanbaru 897.767 jiwa. Kemudian pada 21 Agustus 2014
jumlah tersebut mengalami peningkattan yang lumayan tinggi sesebsar

1.021.710 dengan laju pertumbuhan pertahun 7,43% per tahun, pada tahun

2015 diperkiran jumlahnya menjadi lebih dari 1,1 juta jiwa. Keadaan tersebut

8 Koesno Wirjadi, 2008, Pentingnya Rumah Buat Kehidupan. Cetakan Pertama, Pasundan;
Bandung, him. 8§



tentu menimbulkan masalah tersendiri bagi para penduduknya, Bahkan pada
saat siang hari, 12 jumlah tersebut diperkirakan bertambah sekitar 300.000 jiwa
dikarenakan mobilisasi pekerja, mahasiswa, siswa sekolah, pedagang dan lain
sebagainya, yang memasuki kota Pekanbaru.” Khususnya yang menyangkut

kebutuhan terhadap rumah sebagai tempat tinggal.

PT. Sakti Prima inilah yang menjadi pengembang perumahan terkhusus
nya di kota Palembang denga sistem yang mereka gunakan “Pesan Bangun”.
Pengembang ini awalnya menyediakan lahan miliknya yang akan dibangun
untuk dijual kepada calon konsumen. Pembeli diikat dengan perjanjian jual beli
dibawah tangan dengan obyek tanah yang sudah dipilih oleh calon konsumen.
Perjanijan ini belum berisikan perpindahan tangan hak kepemilikkan yang akan
dibaku kan nanti dengan format PT. Sakti Prima setelah para pihak telah
melakukan kewajiban dan menerima haknya, yang ditandai dengan serah
terima rumah yang telah dibangun oleh pengembang tanah dan pembuatan

Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Sejatinya hal-hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pengembang
selaku pelaku usaha. Pengembang berhak untuk memenuhi dan melaksankan
perjanjian yang dibuatnya dengan konsumen. Selain itu juga pengembang juga
terikat untuk melaksankan peraturan perundang-undangan, khususnya

menyangkut dengan perumahan dan jasa kontruksi.

° https://www.riau.go.id, Website Resmi Pemerintah Propinsi Riau, diakses pada hari
Kamis tanggal 4 Februari 2016, pukul 21.15 WIB



Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti
lebih lanjut untuk meneliti tentang perlindungan konsumen melalui perjanjian
jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
perlindungan konsumen. Dalam hal ini penulis memilih judul “TINJAUAN
YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DENGAN FORMAT

PERJANJIAN BAKU PADA PT. SAKTI PRIMA”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang
dirumusakan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah tinjauan yuridis perjanjian jual beli baku pada format
perjanjian baku PT. Sakti Prima Jakbaring Palembang?
2. Apa sajakah sanksi bila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian jual beli

baku PT. Sakti Prima Jakbaring Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
Ruang lingkup penelitian kajian bidang hukum pidana terutama dititik
beratkan pada perjanjian baku menurut format PT. Sakti Prima sejalan dengan
asas pembentukan perjanjian sebagaimana dengan KUH Perdata.
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan
mengenai, yaitu:
1. Penulisan ini dibuat untuk meninjau secara yuridis seperti apa
perjanjian jual beli baku dengan format perjanjian baku PT. Sakti

Prima Jakbaring Palembang



2. Untuk mengatahui dan menganalisa apakah sanksi yang akan terjadi

bila terjadi pelangaran perjanjian jual beli baku PT. Sakti Prima

D. Kerangka Konseptual
Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun
demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan
memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil
misalnya dari peraturan perundang-undangan. “Definisi operasional
mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data
yang diambil akan lebih terfokus. dalam mempermudah definisi, maka akan
dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan
judul skripsi ini sebagai berikut:”!°
1. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian
merupakan sumber perikatan selain Undang-Undang, perikatan juga

merupakan peengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan

melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu

10 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang 2020, hlm. 5



pengertian yang kongkret karena, pihak-pihak diakatakan melaksanakan
suatu peristiwa tertentu.'!

2. “Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh
masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar
barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi figh disebut
dengan bai’al-muqqayyadah. Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama
dilakukan oleh msyarakat kita bahkan nenek moyang kita.””!?

3. “Perjanjian Baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan
berupa formulir — formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan
terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini
pelaku usaha), serta ditawarkan secara masal, tanpa mempertimbangkan
perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Keseluruhan isi perjanjian baku

berupa pasal — pasal dinamakan klausula baku (standardized clausa).”!?

E. Metode Penelitian
“Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan
oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan
pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah

didapatkan tersebut.”'* Penulisan skripsi terdiri dari:

'] Ketut Oka Setiawan, 2015, Penegertian dan Bentuk Perjanjian, Sinar Grafika: Jakarta,
hlm. 42

2Mardani, 2011, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (PT Refika
Aditama), Bandung, hlm. 168

13 Ida Susanti & Bayu Seto, 2003, Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah
Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, Citra Aditya Bakti,
Bandung, hlm. 118

4 Arie Exchell Prayogo, “penggunaan klausula force majeure dalam kondisi pendemi”,
Jurnal Education And Development, Tapanuli Selatan, Vol. 8 No. 3 Agustus 2020.
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Sifat/Materi Penelitian

Sifatnya metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian

hukum Empiris/Sosiologis yaitu penelitian yang berfokus pada norma

(law in the book) dan penelitian lapangan yang berupa wawancara.

Penelitian hukum ini memerlukan data primer dan data sekunder

sebagai penunjang.

Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang
terkait. Data primer dalam penulisan ini di dapat dari wawancara
dengan direktur pengembangan PT SAKTI PRIMA serta pihak-
pihak yang bersangkutan dengan skripsi ini.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka
yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat

mengikat, berupa:

a) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang
perjanjian

b) Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang
jual beli

¢) Pasal 1320 juncto Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, asas
konsesualitas.

2) Bahan Hukum Sekunder
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Terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur, jurnal ilmiah,
makalah, artikel dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

Alat Pengumpulan Data
Dalam rangka untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh
yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,
pendapat atau membaca dan mengkaji dokumen, internet, artikel, jurnal
ilmiah serta makalah dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah:
a. Studi Literatur (Kepustakaan)
Studi Keperpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti dan buku-buku yang relevan baik yang dibeli maupun yang
ada diperpustakaan Kota Palembang.
b. Penelitian Lapangan (Field Work Research)
Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, maksudnya dengan
menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.
Analisis Data
Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis
kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang
menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata dan

diteliti sebagai sesuatu yang utuh.
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Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan

skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan tearah. Skripsi ini terbagi

menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampain

sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,
ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi operasional/

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi jenis jenis perjanjian, syarat-syarat

perjanjian, azas-azas perjanjian KUH Perdata

BAB III : PEMBAHASAN

1.

BABIV:

Bab ini berisikan tentang tinjauan yuridis bagaimana
perjanjian jual beli baku menurut format PT. Sakti Prima
Jakabaring Plg

Berisikan sanksi yang akan terjadi bila terjadi pelangaran
perjanjian jual beli baku PT. Sakti Prima Jakabaring Plg
PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan

kewenangan
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